ABSTRAK

Poligami bagi pegawai negeri sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun
1983 tentang lIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana
pengaturan tentang poligami terhadap PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990 tentang lIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai
Negeri Sipil dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan
permohonan perkara Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.Pwl. Tujuan penelitian ini
yaitu untuk mengetahui pengaturan tentang poligami terhadap PNS
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang Izin
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Pe an ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode
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ABSTRACT

Polygamy for civil servants is contained in Government Regulation Number 45
of 1990 amendment to Government Regulation Number 10 of 1983 concerning
marriage and divorce permits for civil servants. The problems raised in this
study are how to regulate polygamy carried out by civil servants based on
Government Regulation Number 45 of 1990 concerning marriage and divorce
permits for civil servants and how judges consider them in granting case
requests number 325/Pdt.G/2019/PA. Pwl. The purpose of this study is to find
out the polygamy arrangements carried out by civil servants based on
Government Regulation Number 45 of 1990 concerning marriage and divorce
permits for civil servants and judges' considerations in granting case requests
number 325/Pdt.G/2019/PA.Pwl. This research is a type of qualitative
ative juridical approach, namely a research
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